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ABSTRAK 

KUALITAS PELAYANAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN 

KEPUASAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK 

KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM 

 

OLEH : RIGGIH ALVIZORI 

Penelitian ini dilakukan di kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan 

Panam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi dan upaya 

yang dilakukan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Panam 

untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak di daerah Panam dan juga faktor apa 

yang mendukung pihak UPT Panam dalammelaksanakan upaya tersebut. Metode 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan 

data premier yang diperoleh langsung melalui wawancara di Unit Pelaksana teknis 

Pengelolaan Pendapatan Panam. 

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Strategi dan Kepuasan Pelanggan. 
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limpahan berkat, rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul Kualitas Pelayanan Sebagai Upaya 

Peningkatan Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Panam" yang 

merupakan salah satu kewajiban untuk bisa lulus dan mencapai gelar Ahli Madya 

(A.Md) dari studi program D3 Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan 

salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan 
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Ucapan terima kasih tak lupa penulis ucapkan untuk kedua orang tua 

tercinta ayahanda Naharuddin dan Ibunda Alpina Julina S.Pd. Terima kasih yang 

sebesar besarnya untuk kedua orang tua yang telah mendidik, merawat penulis 

dari kecil sampai saat ini, dan untuk perjuangan dan juga do'a dari orang tua, 

semoga Ayah dan Ibunda penulis dirahmati oleh Allah SWT, amin. Tidak lupa 

juga penulis hanturkan banyak terimaksih kepada keluarga besar, kakek, nenek, 

Abang, om, tante, sepupu, kerabat serta sahabat dekat penulis lainnya yang selalu 

memotivasi penulis agar segera menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan cepat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang. 

Pada umumnya suatu negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk 

mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Maka Pemerintah perlu mendapatkan dana 

tersebut dengan melakukan suatu pungutan kepada masyarakat yang lebih dikenal 

dengan kata pajak. Pajak merupakan salah satu sektor pendukung bagi Pemerintah 

dalam mensejahterakan kehidupan rakyatnya demi tercapainya apa yang 

direncanakan maka pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas untuk 

memunggut pajak dari masyarakat. Pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang 

harus dilaksanakan oleh negara sebagai salah satu cara untuk mendapatkan 

pendapatan. Dalam pemungutan pajak dari masyarakat masih kurang efektif dan 

banyak masalah yang dihadapi. Salah satunya, kurangnya kesadaran masyarakat 

dalam membayar pajak. Instansi pemerintah dalam pemungutan pajak pada 

masyarakat adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah. 

Dengan era yang sedang berkembang, maka otonomi daerah menjadi 

tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang 

diperoleh, serta tantangan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki, guna 

mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan 

penyelenggaraan pemerintah di daerah. Untuk itu, perlu dilakukan strategi untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah. Reformasi pajak kendaraan bermotor telah 

dilaksanakan dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak (self assement 

system) Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
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wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. dengan 

ketentuan baru yang diberlakukan oleh pemerintah. Pemungutan pajak yang 

dilakukan oleh pemerintah terhadap pajak kendaraan bermotor merupakan jenis 

pajak yang sudah lama dan sangat berpengaruh terhadap sumber penerimaan asli 

daerah dalam hal ini melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), 

yang gunanya untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah. 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerima 

Pendapatan Asli Daerah(PAD) yang sangat potensial. Dalam hal ini pemerintah 

daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BPD) sangat berkepentingan untuk 

memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dengan 

pesat di masing-masing daerah. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah daerah 

melihat peluang yang besar untuk menjadikan semua kendaraan bermotor yang 

dimiliki oleh wajib pajak untuk dijadikan sebagai objek Pajak Pendaraan 

Bermotor (PKB), hal tersebut berkaitan dengan pengembangan dan perluasan dari 

fungsi budgetair yang menuntut pemerintah daerah untuk terus menerus menggali 

sumber-sumber yang dimiliki dan dinilai berpotensi dalam menghasilkan 

pendapatan bagi daerah.  

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut atas kepemilikan dan atau 

kepenguasaan kendaraan bermotor sekaligus menjadi objek pajak, dan subjek 

pajaknya yakni orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan bermotor.  

Berdasarkan PP No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah definisi kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau 

lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan 
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digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang 

berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga 

gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-

alat besar yang digerakkan. 

Beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar PKB yaitu kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Kesadaran 

wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk 

memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak 

terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan 

melaporkan pajak. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, 

masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai dan 

mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Kualitas atau mutu dalam industri jasa pelayanan adalah suatu penyajian 

produk atau jasa sesuai ukuran yang berlaku di tempat produk tersebut diadakan 

dan penyampaiannya setidaknya sama dengan yang diinginkan dan diharapkan 

konsumen. Kualitas merupakan faktor dasar yang dapat mempengaruhi pilihan 

konsumen untuk berbagai jenis jasa yang berkembang saat ini dan telah menjadi 

satu-satunya faktor dalam keberhasilan dan pertumbuhan suatu organisasi. Usaha 

penelitian dan peningkatan kualitas menjadi faktor terpenting dalam keberhasilan 

industri jasa pelayanan antar konsumen. Kualitas pelayanan yang baik adalah 

dimana saat perusahaan atau instansi mampu memberikan pelayanan yang 

memuaskan agar terpenuhinya permintaan dan harapan konsumen. Kualitas 

pelayanan bukanlah masalah dalam mengontrol kulitas yang akan datang, akan 

tetapi merupakan pencegahan terjadinya kualitas yang buruk sejak awal. 
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Konsumen menghendaki pelayanan yang diterima cepat dan baik, dan itu 

merupakan nilai dalam peningkatan kualitas dalam pelayanan. Konsumen sangat 

menginginkan pelayanan bermutu dari saat pelayanan yang diberikan kepada 

konsumen. Konsumen sebagai penerima jasa berhak ikut menentukan kualitas 

pelayanan yang diterimanya. 

Tiap konsumen mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda. Tingkat 

pelayanan yang berbeda ini merupakan indikator yang baik untuk mengukur 

tingkat kualitas produk atau pelayanan yang mereka terima. Salah satu cara untuk 

meningkatkan kepuasan konsumen adalah berusaha untuk menjamin hubungan 

baik dengan konsumen dan juga mau mendengarkan semua keluhan konsumen 

tentang produk dan pelayanan yang diberikan kepada kepuasan jasa tersebut. 

Berikut penulis akan menyajikan data tentang pencapaian yang dilakukan 

oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah dalam Pajak Kendaraan Bermotor 

pertahunnya, karna setiap tahun pajak kendaraan bermotor ini mengalami tingkat 

pencapayan yang cukup baik maka dari itu penulis akan menyajikan target 

realisali pertahunnya tentang pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksana teknis 

Pengelolaan Pendapatan Panam. 

Tabel 1.1 

Realisasi pajak di Unt Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Panam 

dari tahun 2017-2020 (Data diambil pada tahun 2021) 

 

No Tahun 
Target Penerimaan 

PKB 
Realisasi Persen % Wajib Pajak 

1 2017 29.764.000.000 26.469.070.710 88,92% 39.534 

2 2018 32.838.000.000 29.273.910.726 89,14% 40.029 

3 2019 35.635.000.000 33.482.036.062 93,95% 43.045 

4 2020 37.364.000.000 35.800.767.296 95,81% 44.902 

Sumber: Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Panam Badan pendapatan 

Daerah provinsi Riau 
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Pada Tabel 1.1 diatas persentase Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

di UPT Panam  dari tahun 2017 hingga 2020 mengalami peningkatan setiap tahun 

nya. Seperti yang dijelaskan pada tahun 2017 realisasi sebesar Rp. 

26.469..070.710,- dari target Rp. 29.764.000.000 atau 88,92%, pada tahun 2018 

realisasinya sebesar Rp. 29.273.910.726,- dari target Rp. 32.838.000.000 atau 

89,14%, pada tahun 2019 realisasinya sebesar Rp. 33.482.036.082,- dari target 

Rp. 35.635.000.000  atau 93,95%, dan pada tahun 2020 realisasinya Rp. 

35.800767.296,- dari target Rp. 37.364.000.000,- atau 95,81%.  

  Berdasarkan hasil wawancara dengan  bapak Hidayat selaku Kasubbag di 

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Panam tingkat kepatuhan wajib 

pajak di Panam tergolong cukup tinggi dalam hal kesadaran membayar pajak, hal 

ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu kualitas pelayanan yang 

baik yang diberikan oleh pihak SAMSAT dan juga Prosedur yang yang 

dikembangkan setiap tahunnya untuk mempermudah proses pembayaran pajak  

sehingga membuat  wajib pajak merasa puas dan tingkat pembayaran pajak 

dipanam terus meningkat dari tahun ketahun. Berdasarkan lampiran yang telah 

dipaparkan , maka penulis tertarik untuk mengangkt judul  “KUALITAS 

PELAYANAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KEPUASAN WAJIB 

PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 

PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN 

PANAM“. 
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1.2.Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang ditemukan 

yaitu: 

1. Bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh SAMSAT untuk meningkatkan 

kepuasan wajib pajak? 

2. Apa faktor pendukung pihak SAMSAT dalam upaya meningkatkan 

kepuasan Wajib Pajak? 

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penilitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui upaya pelayanan yang diberikan oleh SAMSAT 

Panam untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak. 

2. Untuk mengetahuifaktor yang mendukung pihak SAMSAT dalam upaya 

meningkatkan kepuasan Wajib Pajak dan meningkatkan jumlah Wajib 

Pajak. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini adalah secara akademis dapat 

menyumbangkan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan. 

Sedangkan secara praktis sebagai berikut: 

1. Bagi penulis adalah untuk menambah wawasan dibidang perpajakan 

khususnya tentang perhitungan dan pencatatan pajak kendaraan 

bermotor roda dua. 
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2. Bagi Universitas penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

referensi agar dapat digunakan bagi penelitian berikutnya. 

3. Bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau hasil penelitian ini dapat 

meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam guna 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

1.4.Metodologi Penelitian 

1.4.1. Lokasi 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

yang beralamat di Jl. SM. Yamin, Arengka II, Pekanbaru. 

1.4.2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan mulai tanggal 25 Maret sampai dengan 1 Juli 2021. 

1.4.3. Jenis Data 

a. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2012:139) bahwa “Sumber primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 

data”.Dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung dari objek 

penelitian berupa hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan 

langsung dari Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan 

Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk 

mendapatkan data yang diperlukan terkait dengan masalah 

penelitian. 
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b. Data Sekunder  

Menurut Sugiyono (2012:141) mendefenisikan data sekunder adalah: 

“Sumber Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara 

membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang 

bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen”.Dalam 

penelitian ini penulis memperoleh data yang dikelompokkan dari 

lembaga pengumpul yaitu Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pengelolaan Pendapatan Panam Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Riau, data yang didapat dari buku, dokumen dan informasi lainnya. 

1.4.4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Interview (wawancara), yaitu penulis melakukan tanya jawab tentang 

masalah yang terkait secara langsung dan terbuka kepada pegawai 

Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Menurut 

Subagyo(2011:39) wawancara bermakna berhadapan langsung antara 

interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara 

lisan.Mnurut Subagyo (2011:39) 

b. Observasi, yaitu penulis mengamati langsung turung ke lokasi 

penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang 

diteliti. 

c. Dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh 

data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan 
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angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat 

mendukung penulisan Tugas Akhir. 

1.5.Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan tugas akhir ini, penulis susun kedalam masing-masing 

bab yang terdiri dari beberapa sub bab seperti yang diuraikan berikut ini: 

 BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, ruang lingkup 

masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, metodologi 

penelitian, serta sistematika pembahasan. 

 BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Bab ini mengemukakan tentang sejarah singkat Kantor Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Panam Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Visi dan Misi serta Struktur 

Organisasi.   

 BAB III : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini penulis membahas tentang pengertian atau defenisi 

Pajak, defenisi Pajak Daerah, defenisi Pajak Kendaraan Bermotor, 

Upaya yang dilakukan pihak SAMSAT dalam upaya 

meningkatkan kepuasan wajib pajak 

BAB IV : PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

2.1. SejarahBerdirinya Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan 

Panam 

Dinas Penapatan Provinsi Riau adalah dinas yang menjadi aparat 

pelaksana Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 49 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah 

di Deerah yang kemudian diubah dengan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintah Daerah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dalam meningkatkan peranan Dinas 

Pendapatan Provinsi Riau, diupayakan dan diusahakan ke arah penyempurnaan 

organisasi setiap tahunnya secara terus menerus, untuk memperluas jangkauan 

dan meningkatkan pelayaan publik wajib pajak di daerah-daerah Kabupaten/Kota 

dalam lingkup wilayah Pendapatan Daerah DIPENDA Provinsi Riau dengan Surat 

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 37/II/1982 tanggal 18 

Februari 1982 dan Peraturan Pemerintah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2003 

tentang Pembentukan Kantor Pendapatan Daerah dan Pos Pelayanan Pendapatan 

Daerah Dipenda Provinsi Riau dan terakhir diubah lagi dengan Peraturan 

Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2017 tentang pembentukan Unit Pelaksana 

teknis pada Badan pendapatan daerah Provinsi Riau sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 

Pembagian Kelas Unit Pelaksana Teknis Di Riau 

 

NO NAMA UPT 
KELAS 

A B 

1 UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang A - 

2 UPT Pengelolaan Pendapatan Rengat A - 

3 UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan A - 

4 UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota A - 

5 UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga A - 

6 UPT Pengelolaan Pendapatan Kota Dumai A - 

7 UPT Pengelolaan Pendapatan Pasir Pengaraian A - 

8 UPT Pengelolaan Pendapatan Pangkalan Kerinci A - 

9 UPT Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan A - 

10 UPT Pengelolaan Pendapatan Duri A - 

11 UPT Pengelolaan Pendapatan Perawang A - 

12 UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Siapi Api - B 

13 UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura - B 

14 UPT Pengelolaan Pendapatan Selat Panjang - B 

15 UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu - B 

16 UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang - B 

17 UPT Pengelolaan Pendapatan Bengkalis - B 

18 UPT Pengelolaan Pendapatan Rumbai - B 

19 UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung - B 

20 UPT Pengelolaan Pendapatan Panam - B 

   

Seperti yang kita lihat pada tabel diatas, pembagian UPT dibagi menjadi 

dua kelas yaitu kelas A dan Kelas B , UPT kelas A dimaksud kan untuk mewadahi 

beban kerja yang lebih besar sedangkan kelas B untuk mewadahi beban kerja 

yang kecil 

 

2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan 

Pendapatan Panam 

1. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas B mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan 

teknis penunjang Badan Pendapatan Daerah Kelas B di bidang pekerjaan 

umum. 
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2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

UPTPengelolaan Pendapatan Daerah Kelas B menyelenggarakan fungsi: 

a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian 

Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan; 

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha dan 

Seksi Pengelolaan Peralatan; 

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi 

Pengelolaan Peralatan; 

d. pengelolaan dan pemeliharaan peralatan konstruksi; 

e. pengadaan dan pengembangan peralatan konstruksi; 

f. pelayanan pengembangan penggunaan peralatan konstruksi; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan terkait tugas dan 

fungsinya. 

 

2.3. Visi dan Misi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Panam 

Visi :  

Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah Sebagai Pendukung Utama Kelancaran 

Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Riau Secara Profesional 

Misi :  

Untuk Mewujudkan Dan Merealisasikan Visi Yang telah Disepakati, Maka 

Ditetapkan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Riau Yang Terdiri dari Tiga Misi 

Utama, Antara Lain : 
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1. Meningkatkan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah 

Secara Optimal. 

2. Menyelenggarakan Dan Meningkatkan Pelayanan Publik secara 

Profesional 

3. Memperoleh Dana Perimbangan Secara Adil Sesuai Potensi Yang 

dimiliki. 

 

2.4. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan 

Panam. 

1. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah  

Kepala UPT mempunyai tugas : 

a. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata 

Usaha. 

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala UPT 

2. Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: 

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 

Tata Usaha; 

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan 

tugasbawahan di lingkungan Sub bagian Tata Usaha; 

c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur; 

d. mengagendakan dan mendistribusikan surat men5rurat; 

e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi 

keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat; 



14 

 

 

f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban 

Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, 

dan evaluasi jabatan. 

g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi. 

h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan 

prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban 

kantor. 

i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha. 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

3. Kepala Sub Bagian Penerimaan Pendapatan Daerah 

Bagian penerimaan pendapatan daerah dipimpin dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Unit Pelaksana Teknis, mempunyai tugas membantu Kepala Unit 

Pelaksana Teknis. Dalam melaksanakan tugas, bagian Bidang Penerimaan 

Pendapatan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut : 

a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja dibidang 

penerimaan pendapatan daerah. 

b. Penyelenggaraan pembukuan penerimaan pajak daerah. 

c. Penyiapan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak 

daerah. 
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d. Pelaksaaan evaluasi dalm penyusuanan laporan pelaksanaan program 

kerja bidang penerimaan. 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

4. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan 

Bidang penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana 

Teknis, mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis. 

Dalam melaksanakan tugas, bagian penagihan memiliki tugas dan 

fungsinya : 

a. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran seksi penagihan 

dan pembukuan berdasarkan tugas dan fungsi sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan kegiatan. 

b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok 

dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis. 

c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis 

untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas. 

d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 

lainya yang berhubungan dengan Seksi Penagihan dan pembukuan 

pendapatan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan 

wawasan pengetahuan dan kemampuan. 
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e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala UPT tetang 

langkahlangkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis 

maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengabilan keputusan. 

5. Staf Seksi Penagihan dan Pembukuan 

Staf seksi penagihan memiliki tugas : 

a. Mendata Alat-alat berat/Besar. 

b. Membantu merekapitulasi pajak alat berat/ besar setiap bulan. 

c. Membantu membuat laporan penerimaan pajak Alat berat/besar.  

d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan. 

6. Staf Tata Usaha 

Staf Tata Usaha memiliki  tugas : 

a. Membantu merencanakan program kegiatan per tahun anggaran sub 

bagian Tata Usaha. 

b. Membantu menginventarisasi permasalahan-permasalahan pokok sub 

bagian Tata Usaha. 

c. Membantu mengarsipkan surat masuk/keluar. 

7. Staf Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah 

Staf Seksi Penerimaan memiliki fungsi ; 

a. Menerima Pembayaran dari wajib Pajak Sesuai dengan SKPD yang 

telah ditetapkan. 

b. Menyetorkan uang yang di terima dari wajib pajak setiap hari kepada 

bendahara penerimaa pembantu. 
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c. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan. 

 

2.5. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan 

Panam 

Gambar 1.1 

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Panam 

 

Sumber: Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Panam Badan pendapatan 

Daerah provinsi Riau 

 

2.6. Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Panam 

1. UPT dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan 

kedekatan fungsi koordinasi, dengan Perangkat Daerah dilingkungan 

Pemerintah Provinsi maupun pihak-pihak terkait. 
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3. Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam 

pengusulan program dan kegiatan, UPT memperhatikan fungsi-fungsi 

pada masing-masing perangrgkat daerah yang mempunyai kesamaan 

nomenklatur dan fungsinya. 

4. Tugas dan fungsi UPT Kelas A dilaksanakan oleh Pejabat Administrator 

(eselon III.b), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan 

Pelaksana. 

5. Turgas dan fungsi UPT Kelas B dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas 

(eselon IV.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.b), Pejabat Fungsional dan 

Pelaksana. 

6. UPT dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggung jawaban 

dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

7. Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, UPT menerapkan prinsip-

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

2.7. Kelompok Jabatan FungsionalUnit Pelaksana Teknis Pengelolaan 

Pendapatan Panam 

1. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPT,dapat mengangkat 

kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, 

keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan. 

2. Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 
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3. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang 

diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

4. Ketompok jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. 

5. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

6. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

7. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

2.8. Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan 

1. Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur 

Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional 

diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara 

yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2.9. Pembiayaan 

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur 

ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1.Kesimpulan 

Pelayanan Yang diberikan oleh pihak UPT Panam merupakan suatu hal 

yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama bagi wajib pajak. Dengan adanya 

layanan UPT Panam  yang baik  maka dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak. 

Layanan unggulan diUPT Panamsudah cukup baik dalam memberikan kontribusi 

pelayanan baik bagi masyarakat sebagai wajib pajak, hal ini dibuktikan dengan 

hasil wawancara dengan sejumlah wajib pajak, berdasarkanhasil wawancara 

dengan sejumlah Wajib Pajak mengatakan Pelayanan yang diberikan oleh pihak 

UPT Panamsudah cukup baik.Dilihat dari segi penerimaan, jumlah penerimaan 

pajak kendaraan bermotor meningkat dari tahun ke tahun meskipun belum 

mencapai target. Meskipun meskipun masih ada kendala dan masalah dengan 

pelayanan yang diberikan oleh UPT Panam, tetapi pada dasarnya upayapelayanan 

yang diberikan oleh pihak UPT Panam ini telah berjalan dengan baik. 

 

4.2.Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis ingin menyampaikan 

beberapa saran yang kiranya berguna dan bermanfaat bagi pihak terkait. Adapun 

saran tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Sebaiknya pegawai SAMSAT lebih mengindahkan peraturan peraturan 

yang diberlakukan kepada mereka seperti senyum, sapa,salam,sopan dan 

santun karena tidak semua petugas melakukan hal tersebut 

2. Sebaiknya pihak SAMSAT memperluas area parkir dan memisahkan 

antara roda dua dan roda empat. 

3. Hendaknya pihak SAMSAT member pembatas kaca antara bagian luar 

dan dalam ruangan, karena apabila hari menjelang siang maka didalam 

ruangan mulai terasa panas. 

4. Perlu adanya sosialisasi secara intensif melalui media cetak, media sosial, 

secara langsung dan setiap waktu kepada masyarakat tentang pentingnya 

kelengkapan persyaratan pada saat ingin membayar pajak. 
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LAMPIRAN 

Informan Pelengkap 

Informan pelengkap di ambil dari wajib pajak yang membayar pajak kendaraan 

bermotor pada kantor UPT Panam. 

NO NAMA JENIS KELAMIN 
JENIS 

KENDARAAN 

1 Bapak Gunawan Laki-Laki Mobil 

2 Bapak Akbar Laki-Laki Sepeda Motor 

3 Ibu Asmiati Perempuan Sepeda Motor 

4 Bapak Yanto Laki-Laki Sepeda Motor 

5 Bapak Nazarudin Laki-Laki Sepeda Motor 

6 Ibu  Irawati Perempuan Sepeda Motor 

7 Bapak Arman Laki-Laki Sepeda Motor 

8 Bapak Jamaris Laki-Laki Sepeda Motor 

9 Ibu Rosmayanti Perempuan Sepeda Motor 

10 Bapak Suarman Laki-Laki Sepeda Motor 
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Daftar Pertanyaan Wawancara 

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah 

pada penelitian yang berjudul “Kualitas Pelayanan Sebagai Upaya Peningkatan 

Kepuasan Wajib Pajak Dalam Pembayaran pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit 

Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Panam” berikut daftar pertanyaan 

wawancara untuk menjawab rumusan masalah pada Unit Pelaksana Teknis 

Pengelolaan Pendapatan Panam. 

Daftar pertanyaan wawancara dengan Kepala Sub Bagian di UPT Panam 

Tanggal  : 07 Juni 2021 

Waktu  : 09.00 WIB 

Narasumber :Muhammad Hidayat, S.Hut 

Jabatan : KaSubBag UPT Panam 

1. Apa upaya yang yang dilakukan UPT Panam dalam upaya peningkatan 

kepuasan Wajib Pajak? 

2. Bagaimana Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Panam? 

3. Apa faktor pendukung pihak UPT Panam dalam upaya meningkatkan 

kepuasan Wajib Pajak? 

4. Apakah ada faktor penghambat dalam paya peningkatan kepuasan wajib 

pajak? 

5. Bagaimana Upaya yang dilakukan pihak UPT Panam dalam mengatasi 

hambatan tersebut? 
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Jawaban : 

1. Melakukan strategi 5S  (Senyum, Sapa, Salam, Santun, Sopan), 

Memperbarui aplikasi secara berkala,  melakukan pelatihan , penerapan 

etika pelayanan, menerima keluhan langsung dari masyarakat dan juga 

melakukan evaluasi terhadap upaya yang telah dilakukan untuk menilai 

sejauh mana upaya tersebut memenuhi target 

2. Penerimaan pajak di UPT panam tergolong tinggi meskipun belum bias 

mencapai target. 

3. Faktor pendukung dalam upaya meningkatkan kepuasan wajib pajak di 

UPT Panam yaitu dilihat dari penggunaan teknologi dalam proses 

pelayanan, dan ketersediaan sarana dan unit pelayanan yang memudahkan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor selain itu juga dilakukannya 

pelatihan teknis untuk pegawai. Pelatihan diberikan kepada para petugas 

sebelum ditempatkan dilapangan  maupun setelah ditempatkan di 

lapangan. 

4. Faktor yang menjadi penghambat pada saat proses pembayaran yang 

paling sering terjadi adalah lemahnya jaringan, selain itu kurangnya 

kesadaran masyarakat akan pentingnya kelengkapan persyaratan pada saat 

melakukan pembayaran pajak,  

5. Untuk mengatasi masalah jaringan yang terjadi pada saat proses 

pembayaran pajak maka pihak SAMSAT harus menaikkan kecepatan 

koneksi internet dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya persyaratan pada saat pembayaran pajak maka perlu adanya 
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sosialisasi secara intensif melalui media cetak, media sosial, secara 

langsung dan setiap waktu kepada masyarakat tentang pentingnya 

kelengkapan persyaratan pada saat ingin membayar pajak 

Daftar pertanyaan wawancara kepada Wajib Pajak 

Tanggal  : 7 Agustus 2021 

Waktu  : 09.00 WIB 

Narasumber : Bapak Gunawan 

Jabatan : Wajib Pajak  

1.  pendapat anda tentang pelayana di UPT Panam?  

Jawaban : 

“Pelayanannya cepat dan gak sulit hanya menunggu sekitar 10 menit 

langsung siap. Semoga pelayananya tetap seperti ini sudah bagus “ (Hasil 

Wawancara dengan Bapak Gunawan Sabtu, 7 Agustus 2021) 

Daftar pertanyaan wawancara kepada Wajib Pajak 

Tanggal  : 7 Agustus 2021 

Waktu  : 09.00 WIB 

Narasumber : Bapak Akbar 

Jabatan : Wajib Pajak  

2.  pendapat anda tentang pelayana di UPT Panam?  

Jawaban : 

“pelayanan di sini menurut saya sudah cukup bagus, petugasnya cukup 

ramah dan juga sopan, terus pengurusanpembayaran pajaknya juga cepat” 
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Daftar pertanyaan wawancara kepada Wajib Pajak 

Tanggal  : 7 Agustus 2021 

Waktu  : 09.00 WIB 

Narasumber : BapakYanto 

Jabatan : Wajib Pajak  

3.  pendapat anda tentang pelayana di UPT Panam?  

Jawaban : 

“Prosedur disini menurut saya sangat mudah dan cepat cuma perlu 

menunggu kurang lebih 10 menit, hanya menyerahkan berkas persyaratan 

kepada petugas dan tinggal menunggu waktu pembayaran”  

Daftar pertanyaan wawancara kepada Wajib Pajak 

Tanggal  : 7 Agustus 2021 

Waktu  : 09.00 WIB 

Narasumber : Ibu Wati 

Jabatan : Wajib Pajak  

4.  pendapat anda tentang pelayana di UPT Panam?  

Jawaban : 

Untuk hal persyaratanya cukup mudah hanya perlu KTP sama STNK asli, 

tapi saya harus menunggu cukup lama, karena ada kendala jaringan dan 

harus ditunggu. 

Daftar pertanyaan wawancara kepada Wajib Pajak 

Tanggal  : 7 Agustus 2021 

Waktu  : 09.00 WIB 
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Narasumber : Bapak Nazar 

Jabatan : Wajib Pajak  

5. pendapat anda tentang pelayana di UPT Panam?  

Jawaban : 

“Pelayanan nya cukup bagus karena pengurusanya lumayan cepat, terus 

persyaratanya juga mudah, hanya perlu membawa KTP dan STNK asli,  

tapi didalam cukup panas, semoga kedepanya lebih ditingkatkan 

lagi”(Hasil Wawancara dengan bapak Nazar 7 Agustus 2021) 
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Lampiran  kegiatan Penelitian 
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Perbandingan lima dimensi kualitas pelayanan dengan pelayanan samsat 

Penulis melakukan perbandingan antara dimensi kualitas pelayanan 

dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak UPT Panam 

Tabel 1.3 Perbandingan dimensi kualitas pelayanan dengan  pelayanan UPT 

Panam 

NO Dimensi kualitas pelayanan Pelayanan samsat 

1 Tangibles, yaitu fasilitas fisik, 

peralatan, pegawai, dan 

fasilitasfasilitas komunikasi yang 

dimiiki oleh penyedia layanan 

UPT Panam memiliki sarana 

prasarana gedung yang memadai, 

ruang tunggu pelayanan, loket 

pembayaran, pendingin udara 

(Kipas angin), print dan perangkat 

komputer yang terhubung jaringan, 

secara penampilan petugas dalam 

memberikan pelayanan juga sudah 

baik karena memakai seragam dan 

tanda pengenal, namun ada 

beberapa kekurangan seperti kondisi 

tempat parkir yang tidak terlalu luas 

dan belum terpisah antara roda dua 

dan roda empat dan juga belum 

dilengkapai atap, tidak adanya 

pembatas kaca antara bagian luar 

dan dalam ruangan sehingga apabila 

hari menjelang siang maka mulai 

terasa panas dan juga tidak adanya 

mesin antrian (masih manual). 

2 Reliability atau reliabilitas adalah 

kemampuan untuk 

menyelenggarakan pelayanan yang 

dijanjikan secara akurat 

Di UPT Panam petugas telah 

mampu melayani Wajib Pajak, 

memiliki standar pelayanan yang 

jelas, kemampuan dan keahlian 

petugas menggunakan alat bantu 

dalam proses pelayanan. Apabila 

Wajib Pajak tidak mengerti dengan 

prosedur pembayaran atau 

persyaratan apa saja yang harus 

dipenuhi maka bisa menanyakan 

langsung kepada petugas pada saat 

pengambilan nomor antrian. selain 

itu terdapat pula poster Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang 

menjelaskan alur dan waktu dari 

proses pembayaran. 
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3 Responsivess atau responsivitas 

adalah kerelaan untuk menolong 

pengguna layanan dan 

menyelenggarakan pelayanan 

secara ikhlas 

”. Di UPT Panam petugas telah 

merespon keluhan masyarakat 

ketika terjadi permasalahan dalam 

proses pelayanan, serta sudah 

memenuhi keinginan masyarakat 

dalam pemberian pelayanan yang 

cepat dan tepat. Masyarakat  juga 

dapat memberikan keluhan 

langsung kepada petugas yang 

sedang berjaga dan petugas pun 

dengan senang hati menirima 

keluhan yang diberikan oleh 

masyarakat. 

4 Assurance atau kepastian adalah 

pengetahuan, kesopanan, dan 

kemampuan para petugas penyedia 

layanan dalam memberikan 

kepercayaan kepada pengguna 

layanan 

Petugas samsat UPT Panam 

memiliki pengetahuan atas 

pekerjaan yang dilakukannya serta 

memperlihatkan kerjasama yang 

baik dalam melayani yang membuat 

masyarakat percaya akan 

terlaksananya pekerjan secara lancar 

5 Emphaty adalah kemampuan 

memberikan perhatian kepada 

pengguna layanan secara 

individual. 

Petugas UPT Panam dituntut untuk 

bersikap ramah ramah dan sopan 

dalam memberikan pelayanan 

kepada wajib pajak, mereka 

diharuskan melayani dengan 

senyum dan bertutur kata yang baik 

sehingga masyarakat merasa 

dihargai, Meskipun kenyataan 

dilapangan tidak semua petugas 

memenuhi tuntutan tersebut. 

 

 

Berdasarkan perbandingan pada tabel diatas diketahui bahwa kualitas 

pelayanan yang diberikan olehUPT Panam apabila dibandingkan dengan lima 

dimensi kualitas pelayanan bias dibilang sudah cukup baik meskipun tidak 

sepenuhnya sempurna dan masih ada kekurangan. 
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